GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT ( HOSPITAL BY LAWS ) PADA

Menimbang

Mengingat

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO

PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa dalam rangka melaksanakan peningkatkan mutu
pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Jiwa
Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dan
sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang
Nomor 46 Tahun 2009 telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada
Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo
Provinsi Jawa Tengah;

bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan
keadaan, khususnya hasil evaluasi Tim Surveyor Komite
Akreditasi Rumah Sakit, maka Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 46 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan
Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah
Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 18);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerabh;

12. Peraturaan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 228 / MENKES / PER / IV /2011 tentang
Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah
Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 / Menkes/
SK/ /V1/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal
Rumah Sakit (Hospital By Laws);

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/ Menkes/
SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf
Medis Rumah Sakit (Medical Staff By Laws);

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/-
SK/11/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit;

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun
2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan
Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino
Gondohutomo Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 95);

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun
2013 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 52);

18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun
2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital
By Laws) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino
Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY
LAWS) PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. AMINO
GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH,

Pasal |

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah
Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 Nomor 46) diubah menjadi sebagai berikut:



(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab  terhadap kelangsungan hidup,
perkembangan dan kemajuan RSJD Dr. Amino Gondohutomo sesuai dengan yang
diharapkan oleh masyarakat.

(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai
kewenangan:

a.
b.

.—h

Menyetujui, melakukan review dan mengumumkan visi misi rumah sakit;
Menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola dan SPN RSJD Dr. Amino
Gondohutomo;

c. Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
d.

Memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena suatu hal yang
menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;

Menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran;

Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta memberikan
sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan;

g. Menyetujui pendidikan para profesional kesehatan;
h.
i.
j.

Menyetujui program peningkatan mutu dan kesehatan pasien;
Mengawasi mutu pelayanan rumah sakit; dan
Melakukan evaluasi kinerja rumah sakit dan pejabat pengelola.

(3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran RSJD Dr. Amino
Gondohutomo yang diaudit secara independen bukan disebabkan karena kesalahan
dalam pengelolaan.

(4) Pemerintah Daerah bertanggunggugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk
pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan RSJD Dr. Amino
Gondohutomo.

Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Mei 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Mei 2015

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,
ttd

DJOKO SUTRISNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 30.






